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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
NOMOR OOZI TAHTIN
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
Menimbang a. bahwa untuk menjamin tercapainya pengelolaan anggaran IAIN
Palangka Raya Tahun 2020 serla mewujudkan pertanggung
jawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
terkait pelaksanzum anggamn, maka perlu adanya pedoman yang
mengatur pelaksanaan anggaran kegiatan pada lnstitut Agama
Islam Negeri Palangka Raya;
b. bahwa Pedoman Pengelolaan Anggaran IAIN Palangka Raya perlu
ditetapkan melalu keputusan Rektor.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intem Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggman Pendapatan dan Belanja Negara;
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6. Peratuan Presiden Nomor 54 tahun 2010 serta perubahannya,
Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan
Barang/Jasa;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7l /PMK.02l20l3 tentang
Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi
dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembag4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 5 l/PMK.02l20l 4;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
143 /P\iK.021201 5 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
I l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
78nMK.0212019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN TNSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA TAHIJN 2O2O;
Pedoman ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban anggaran kegiatan
yang dilaksanakan pada IAIN Palangka Raya;
Pedoman Pengelolaan Anggaran IAN Palangka Raya sebagaimana
terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur
tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.




l. Seketaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
-ts Dr. H. KHAIRIL AI\WAR, M.Ag.
NrP. 19630il81991031002
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan IAIN Palangka Raya;
6. Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Palangka Raya;
7. Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya;
8. Para Ketua/Kepala Lembaga dan Kepala Bagianfunit di LAIN Palangka Raya;




Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena
atas ridha Nya maka penyusunan Pedoman Pengelolaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri
Palangka Raya Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.
Pedoman Pengelolaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun
2020 ini disusun dengan didasari atas diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK Nomor 78lPlvIK.02l2019 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun 2020 untuk membantu memperlancar proses pertanggunglawaban keuangan
kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pedoman Pengelolaan Anggaran ini berisi tentang perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan, serta pengelolaan pengadaan yang meliputi: jenis dan data dukung yang diperlukan
dalam proses Surat Pertanggungiawaban (SPJ) dari pengelolaan anggaran operasional
perkantoran, kegiatan, dan pengadaan barang, serta pelaporan dan pengarsipan.
Diharapkan dengan adanya Pedoman Pengelolaan Anggaran Institut Agama Islam
Negeri Palangka Raya Tahun 2020 ini, para pelaksana kegiatan di tingkat
RektoraVFakultas/Pascasarjana/Unit/Lembaga dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan
tugas-tugas kita semua. Aamiin.
Vlassalamualaikum Wr. lYb.
Palangka Raya, o? Januari 2020
















I . Matrik Kegiatan
2. TOR/Proposal./KAK
3. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
B. Pelaksanaan Kegiatan...........
BABIII PENGELOLAANANGGARAN
A. Surat Pertanggungiawaban (SPJ) Kegiatan
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Institut Agama Islam Negeri (lAN) Palangka Raya yang semula merupakan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya didirikan berdasarkan
Surat Keputusan Presiden RI Nomor I I tanggal 21 Maret 1997, yang kemudian pada
tanggal 17 Oktober 2014 mengalami perubahan dari STAIN menjadi IAIN Palangka
Raya melalui Peraturan Presiden RI Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Status
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya menjadi Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
Visi IAIN Palangka Raya adalah menjadi Universitas Islam Negeri terdepan,
unggul, terpercaya dan berkarakter Tahun 2023. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam
misi IAIN sebagai berikut:
I . Mencetak sarjana yang ahli di bidang pendidikan, hukum, komunikasi, dan ekonomi
yang unggul;
2. Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan, dan pelayanan administrasi yang
bermutu berdasarkan standar akreditasi nasional dan intemasional;
3. Memberdayakan dosen, karyawan dan mahasiswa untuk pengembangan profesi
secara berkelanjutan, baik lokal, nasional maupun intemasional;
4. Membangun komunikasi dan kerjasama lintas sektoral, lokal, regional, nasional dan
intemasional;
5. Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian bagi kepentingan akademik dan sosial
kemasyarakatan.
Berdasarkan visi misi dan hrntutan regulasi di atas, maka diperlukan pengelolaan
IAIN Palangka Raya yang menerapkan prinsip Eansparansi, kemandirian, akuntabilitas,
kewajaran dan taat kepada peratuan perundang-undangan, dalam rangka mencapai visi
dan misi IAIN Palangka Raya.
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada Bab X pasal 87
mengenai Pendanaan dan Kekayaan menyatakan bahwa; (l) Pengelolaan Keuangan
Institut dikelola secara tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, akuntabel, transpamn, dan bertanggung jawab; (2)
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Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dijalankan dengan
menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik; (3) Pengelolaan Keuangan
Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses
penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
Pemenuhan standar dalam menentukan besamya biaya yang digunakan untuk
melaksanakan program kerja tahun 2019 harus sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/?MK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 78/PMK.02l20l9 tentang Standar Biaya Masukan 2020.
Atas dasar itulah, maka dipandang perlu rmtuk menerbitkan Panduan Pengelolaan
Anggaran lnstitut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2020 baik yang bersumber
dari DIPA PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) maupun RM/BOPTN (Bantuan
Operasional Perguruan Tinggi Negeri). Panduan Pengelolaan Anggaran Institut dapat
menjadi acuan teknis pelaksanaan dan pertanggungiawaban program kerja Institut
Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2020.
B. Dasar Hukum
'1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 154 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di
Lingkungan Kementrian Agama;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 serta perubahannya, Peraturan Presiden
Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I 13 Tahun 2012 mengenai Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
ll. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164Tahun2015 mengenai Perjalanan Dinas
Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar
Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembag4 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 |PMK.02/2014;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 143/PMK.02l20l5
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
C. Tujuan
Tujuan penyusunan Panduan Pengelolaan Anggaran Tahun 2020 ini adalah :
I . Memberikan acuan dalam melaksanakan prograrn kerja Institut Agama Islam Negeri
Palangka Raya.




Ruang lingkup Panduan Pengelolaan Anggaran Tahun 2020 adalah:
l. Anggaran operasional perkantoran
2. Anggaran kegiatan
3. Anggaran pengadaan barang
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BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
A. PERENCANAANKEGIATAN
Perencanaan kegiatan adalah pedoman, garis-garis besar atau petunjuk dalarn
melaksanakan program kerja yang telah disusun dan harus diikuti oleh pengelola anggaran
guna mencapai visi misi Institut. Perencanaan yang harus disusun oleh pengelola anggaran
meliputi:
l. Matrik Kegiatan
a. Matrik kegiatan merupakan kegiatan atau progftrm kerja
Rektorat/FakultaVPascasarjanar'Unit/Lembaga yang disesuaikan dengan alw kerja
dan aktivitas yang bersifat pada pencapaian tujuan lnstitut.
b. Rektorat/Fakultas/Pascasarjana/Unit/Lembaga harus menyusun matrik kegiatan
untuk waktu I (satu) tahun anggaran.
c. Waktu penyulunan matrik kegiatan setelah diputuskan pagu anggaran definitif dan
diserahkan ke SPI serta Bagian Perencanaan dan Keuangan pada akhir bulan
Januari.
d. Matrik kegiatan tersebut menjadi pedoman waktu pelaksanaan kegiatan selama 1
(satu) tahun anggaran.
e. Re ktorat/Fakultas/Pascasarjana,/Unit/Lembaga dapat merevisi matrik kegiatan
apabila terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan, revisi tersebut segera disampaikan
ke SPI dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Term of Reference (TOR)./Proposal/Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
a. TOR /Proposal/KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai
keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dan telah
disepakati unruk bekerja sama dalam mencapai tujuan Institut.
b. Rektorat/Fakultas/Pascasarjana/Unit/Lembaga harus menyusun TOR/ProposaV
KAK untuk setiap pelaksanaan kegiatan dan telah disahkan oleh pimpinan (Kepala
Biro/Dekan/Direktur/Wakil Rektor).
c. TOR/Proposal/KAK yang telah disahkan harus diserahkan ke SPI paling lambat 3
(tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
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3. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
a. RUP merupakan proses awal dari kegiatan persiapan pengadaan yang dilakukan
oleh KPA dan mempunyai keterkaitan dengan proses penyusunan dan penetapan
Rencana Kerja Anggaran (RI(A).
b. Rektorat /Fakultas/Pascasarjana/Unit/Lembaga harus menyusun rancangan RUP
untuk waktu I tahun anggaran.
c. Waktu penyusunnn rancangan RUP setelah diputuskan pagu anggaran definitifatau
paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan.
d. Rancangan RUP harus sudah diserahkan ke Bagian Perencanaan dan Keuangan
paling lambat minggu pertama bulan Pebruari untuk disahkan oleh Rektor/KPA.
e. RUP menjadi pedoman untuk pelaksanaan pengadaan untuk I (satu) tahun
anggaran.
B. PELAKSANAANKEGIATAN
I. Waktu pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan matrik kegiatan yang
tertera dalam TOR /Proposal/KAK.
2. Toleransi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan matrik kegiatan maksimal
30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan TOR/ProposaL/KAK yang sudah disahkan
oleh:
a. Kepala Biro di tingkat Rektorat;
b. Dekan di tingkat Fakultas;
c. Direktur di tingkat Pascasarjana;
d. Wakil Rektor I di tingkat Lembaga dan Unit;
e. Wakil Rektor III untuk kegiatan kemahasiswaan.
4. Apabila kegiatan tidak memenuhi poin 3 maka SPJ tidak bisa diproses.
5. Jika terjadi perbedaan antara TOR/Proposal/KAK dengan RAB, maka pengusul
kegiatan harus melakukan proses revisi terlebih dahulu sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan.






A. Surat Pertanggungiawaban (SPJ) Kegiatan
l. Waktu
a. Pengelola kegiatan pada Rektorat/Fakultas/Pascasarjana/UniVlembaga wajib
membuat SPJ kegiatan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan
kegiatan.
b. Toleransi penyelesaian SPJ yang tidak memenuhi poin I adalah 5 (lima) hari kerja.
2. Revisi SPJ
a. Batas waktu revisi SPJ setelah diperiksa adalah 5 (lima) hari kerja.
b. Jika tidak memenuhi poin a maka SPJ tidak dapat diproses.
3. Permintaan Anggaran
a. SPI melakukan verifikasi terhadap berkas permintaan anggaran yang terdiri atas:
Term of ReferencetKeratgka Acuan Kinerja (TOR/KAK) dan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) kegiatan,
b. TOR/KAK yang disusun menjelaskan secara lengkap unnrk setiap suatu keluaran
(output) dalam suatu kegiatan, yang akan dilaksanakan dari mulai awal sampai
akhir pelaksanaan kegiatan, yang di dalamnya memuat: jenis pekerjaan,
penanggung jawab kegiatan, alasan mengapa diperlukan kegiatan tersebut, strategi
pencapaianny4 sampai dengan besaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan
kegiatan tersebut.
c. RAB merupakan suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian
komponen-komponen (input) dan besaran biaya dari masing-masing komponen
suatu kegiatan, RAB mencakup penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya
dalam rangka pencapaian output kegiatan dalam TOR.
c. TOR dan RAB disusun dengan mengacu pada ketersediaan anggaran dan mata
anggaran yang digunakan dalam RKA KL, Standar Biaya Masukan (SBM), Bagan
Akun Standar (BAS) serta peraturan lain yang berlaku.
4. Pelaksanaan Kegiatan
SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
TOR, yang meliputi : kondisi pelaksanaan kegiatan, kesesuaian jadwal kegiatan,
kesesuaian anggaran/dan4 yang dilaksanakan pada setiap pelaksanaan kegiatan,




SPJ operasional perkantoran meliputi:
a. Vakasi
Jenis dan data dukwg yang diperlukan dalam proses SPJ vakasi adalah







- Daftar hadir penguji













































- Daftar hadir Tatap muka/
Jumal Online (yg telah








- Jumal Mengajar (yang telah
Divalidasi oleh Dekan atau
Direktur)
b. Pemeliharaan
Jenis dan data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ pemeliharaan adalah:






















- Faktur & SSP*)
- RAB
- Analisa Harga





Mesin ( BBM )
- SPBy
- Kwitansi
- SK Penetapan Besaran
BBM
- Struk pembelian BBM (at
cost)















- Faktur & SSP*)
- Foto sebelum dan
sesudah pemeliharaan
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c. Tukin (Tunjangan Kinerja)
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ trurjangan kinerja adalah:
No Jenis SPJ Data Dukung Keterangan
I Tunjangan
Kinerja
- Absen finger print
- Surat tugas
- Absen manual dar/ Surat
Keterangan dari atasan *)
- Surat cuti,/ keterangan
sakit
- Jadwal piket
- Surat pemyataan sanggup
mengembalikan
















Jenis dan data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ honor adalah:




















- Foto Narsum/ Moderator
Hrd
-...-lo
c. Foto Copy Layanan Kantor




Jenis dan data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ perjalanan dinas adalah:




































Perjalanan dinas Jabatan digolongkan menjadi :
a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota
b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 Jam
c. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sampai dengan 8
jam
Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai Surat Perintah
atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas. Surat Tugas menjadi
dasar penerbitan SPD bagi perjalanan dinas j abatan yang dilaksanakan dalam kota
lebih dari 8 (delapan)jam atau yang dilaksanakan melewati batas kota, diterbitkan
oleh :
a. Menteri Agama untuk pimpinan tinggi madya tingkat pusat;
b. Pimpinan tinggi madya tingkat pusat untuk pimpinan tinggi pratama;
c. Pimpinan tinggi pratama untuk pejabat administrasi dan pejabat fungsional;
d. Rektor perguruan tinggi keagamaan negeri untuk wakil rektor, dekan,
direktur, dan kepala biro;
e. Dekan pada perguruan tinggi keagamaan negeri untt* wakil dekan, dosen,
pejabat administrasi, dan pejabat fungsional;
f. Direktur atau Kepala Biro pada pergunxrn tinggi keagamaan negeri untuk




Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK.
Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam dilaksanakan :
a. Tanpa penerbitan SPD
b. Pembebanan biaya dicantumkan pada Surat Tugas
Dalam Penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya
Pe{alanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan
Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan
serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
Ketentuan lain mengenai perjalanan dinas mengacu pada peraturan yang
mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
h. Bantuan
Jenis dan data dukung yang diperlukan dal:rm proses SPJ bantuan adalah:














- Surat Tugas dari Lembaga
- Tiket Perjalanan (at cost)
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i. Lembur
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ lembur adalah:
No Jenis SPJ Data Dukung Keteranqan




















a. Semua kegiatan dilengkapi dengan SK, RAB, dan TOR.
b. SK merupakan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Rektor/
Dekan /Direktur/Ketua/Kepala yang memuat pernyataan penugasan kepada tiap-
tiap orang yang ditunjuk sebagai panitia, moderator, narasumber, dan lain-lain.
c. Untuk kegiatan pertemuan/rapat yang diselenggarakan di luar kantor agar
memperhatikan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 5
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di
Luar Kantor pada Kementerian Agama.
d. Unnrk ketentuan pembentukan dan pemberian Honorarium Panitia/Tin/
Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara agar memperhatikan
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78 fPMK.02l20l9 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2020.
e. Untuk pembelian alat tulis kantor tidak melebihi dari standar harga yang berlaku.
d
Bentuk kegiatan serta data dukung yang diperlukan dalam kegiatan antara lain:
a. Rapat Biasa
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ Rapat adalah:
b. Workshop
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ Workshop adalah:
No Jenis SPJ Data Dukung Keterangan
I Konsumsi - SPBy
- Kwitansi
- SSP























- Faktur & SSP





- Faktur & SSP










- Surat Permohonan menjadi
narasumber





- Foto copy Rekening dan
NPWP
- Materi Kegiatan











l. Snack Rp 15.000,-










6 Cetak Foto - SPBy
- Kwitansi
- Nota Asli
- Hasil cetak foto
Harga 3R Rp 5.000,-






8 Foto Copy - SPBy
- Kwitansi










Data dukung yang diperlutan dalam proses SPJ Seminar adalah:








- Surat Permohonan menjadi
narasumber













- Faktur & SSP
,""*mlnd





- Faktur & SSP














peserta seminar adalah :
1. Snack Rp 15.000,-






- MMTi Spanduk + ukuan
Harga per/m'? Rp
60.000,-
6 Cetak Foto - SPBy
- Kwitansi
- Nota Asli
- Hasil cetak foto
Harga 3R Rp 5.000,-






Foto Copy - SPBy
- Kwitansi
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d. Lokakarya
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ Lokakarya adalah:








- Surat Permohonan menjadi
narasumber













- Faktur & SSP





- Faktur & SSP
















1, Snack Rp 15.000,-








6 Cetak Foto - SPBy
- Kwitansi
- Nota Asli
- Hasil cetak foto
Harga 3R Rp 5.000,-










8 Foto Copy - SPBy
- Kwitansi









e. Focus Group Discussion
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ Focas Group Discussio,n adalah:








- Surat Permohonan menjadi
narasumber













- Faktur & SSP





- Faktur & SSP















l. Snack Rp 15.000,-
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Cetak F-oto - SPBy
- Kwitansi
- Nota Asli
- Hasil cetak foto
Harga 3R Rp 5.000,-




Harga Per Lembar Rp
8.000,-
8 Foto Copy - SPBy
- Kwitansi





- Foto copy materi
menyesuaikan jumlah
materi dan peserta
f. Rapat dalam Kantor
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ Rapat dalam Kantor adalah:
Jenis SPJ Data Dukung Keterangan

















Cetak Foto - SPBy
- Kwitansi
- Nota Asli
- Hasil cetak foto
Harga 3R Rp 5.000,-
4 Foto Copy - SPBy
- Kwitansi
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Ketentuan pelaksanaan Rapat Dalam Kantor:
l. Undangan dan Surat Tugas ditanda tangani serendah-rendahnya oleh pejabat
eselon II
2. Uurg saku Rapat Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang RDK memenuhi
ketentuan:
a. Dihadiri peserta dari eselon II lainnya/ Eselon I lainnya/ Kementerian
Negara/ Lembaga lainnya/ Instansi Pemerintah/lVlasyarakat.
b. Dilaksanakan minimal 3 jam diluar jam kerja pada hari kerja.
c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
d. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggar4 dapat diberikan
uang transport dalam kabupaten/kota sepanjang kriteria pemberian uang
transpor terpenuhi.
e. Pemberian satuan biaya dimaksud hanya dapat diberikan maksimal 1 (satu)
kali per orang per hari.
g. Penelitian
Data dukung yang diperlukan dalam proses SPJ Penelitian adalah:
No Jenis SPJ Data Dukung Keterangan










Jenis-jenis pengadaan barang adalah:
a. Persediaan/Habis Pakai (Kurang dari 50 Juta dalam satu kwitansi)
Data dukung SPJ pengadaan barang persediaan/barang habis pakai adalah:






Nilai < 50 Jt
- SPBy
- Kwitansi
- Faktur & SSP*)
- RAB
- Nota asli
- Faktur pengiriman barang
- Foto barang Terkirim
*) Faktur & SSP diinput
oleh bendahara (e-
billine)
I tPe[oman tPenge[ofaan rlrygarat lrllNQafaryLg RgJo qAfru 2020 Z0
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b. Pengadaan Barang/Jasa (Metode Kontraktual)
Pengadaan BarangiJasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan
konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Data dukung yang diperlukan
dalam proses SPJ Pengadaan Barang/Jasa (Metode Kontraklual) adalah:







- HPS + Risalah
- Permintaan Penawaran
- Penawaran + Lampiran




- S PK./Kontrak + Lampiran
- SPMK / PO + Lampiran
- Faktur Pengiriman
- Berita Acara Evaluasi
- Berita Acara Pemeriksaan
- BAST (Berita Acara
Serah Terima)
- Surat Penagihan
- Berita Acara Pembayaran
- Kwitansi
- Ringkasan S P K./Kontrak







Pajak dibayarkan setelah dilaksanakan pemeriksaan berkas SPJ. Tarif pajak mengacu
pada peraturan yang berlaku.
.i:11




l. Laporan kegiatan berfungsi sebagai arsip kegiatan, bahan evaluasi kegiatan, dan
bukti kegiatan. Laporan kegiatan yang lengkap harus dijadikan satu bundel dengan
bukti SPJ kegiatan dan dilampiri proposal kegiatan.
2. Laporan berisi semua dokumen penyelenggaraan kegiatan dan dikirimkan ke SPI
sebagai arsip kegiatan. Laporan tersebut terdiri dari:
- Pendahuluan meliputi: Latar Belakang; Nama dan Tema Kegiatan;
Tujuan,Target, dan Sasaran Kegiatan; Dasar Hukum Penyelenggaraan
Kegiatan; Waktu dan Tempat Kegiatan; Materi dan Narasumber Kegiatan;
Peserta dan Panitia Kegiatan; Biaya dan Sumber Biaya.
- Realisasi Kegiatan meliputi: Persiapan dan pelaksanaan.
- Evaluasi, Kendala, dan Pemecahan.
- Penutup.
- Lampiran-lampiran meliputi: proposal kegiatan, SPJ Kegiatan, administrasi
persuratan (surat keluar-masuk), SK, Dokumentasi kegiatan, CV peserta dan
narasumber, materi kegiatan, notulen dan lainnya).
3. Ketentuan pengetikan laporan sebagai berikut :
a. Menggunakan kertas HVS A4, pengetikan fofi Times New Roman, vkwan 12
(untuk form tertentu dapat menyesuaikan).
b. Wama sampuVcover laporan antara lain :
- Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kegurual : Hijau
- Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah : Kuning
- Fakultas Syariah : Biru
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : Merah
- Pasca sarjana : Coklat
- Rektorat/Unit/Lembaga : Putih




a. Kesesuaian laporan dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
yang telah dilaksanakan.
b. Kesesuaian realisasi penggunaan anggaran yang dibuktikan dengan bukti
pengeluaran riil, dengan anggaran/dana yang telah disetujui.
c. Kelengkapan berkas laporan yang meliputi bukti-bukti penggunaan dan4
dokumentasi, daftar kehadiran dan kelengkapan lainnya.
d. Laporan hasil review / monitoring dan evaluasi disusun oleh SPI dan diserahkan
kepada Rektor dan Kepala Biro AUAK IAIN Palangka Raya secara berkala.
B. Pengarsipan
Laporan Pertanggungiawaban digandakan dalam bentuk hard copy dan soft copy @DF)
yang kemudian akan diarsipkan pada:
a. Rektorat/Fakultas/Pascasarjana./Unit/Lembaga.
b. Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Satuan Pengawas Intemal.
,ru,.€.,I#
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BAB V
PENUTUP
Panduan Pengelolaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2020
merupakan pedoman teknis dalam pelaksanaan program kerja serta sebagai bentuk
pertanggungiawaban Rektorat/Fakultas/Pascasarjana/Unit/Lembaga kepada Institut. Dengan
adanya panduan ini, diharapkan seluruh pengelola kegiatan pada
Rektorat/FakultaVPascasarjana./UniVlembaga dapat menjalankan semua kegiatan sesuai
dengan matrik kegiatan, term of reference (TOR)/Proposal/KAK, RUP, dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Qe[oman tPengefofaat Awdtafl tnIN @atangfoL Rga [afrut 2020 -------- ).4






































































































































































Lampiran 2. SOP Penggunaan Dana UP (Belanja Bahan)
FLOW C,I,RT SOP PE}TGGUNAAN OAIIA UP (BELANJA AAHANI




usul/proposal kegiatan yang dilulukan
kepada Rektor /Dekan
Dimasukkan ke Subbag Umum/








Tld.t lda Ilff C6rL




nota, faktur, daflar. honor,.5!1,
Surat TuBa5 dan SPPD beserla
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Lampiran 5. Matrik Kegiatan
MATRIK KEGIATAN















Jan Ieb Mar Apr Mei

























Lampiran 6. Contoh format Usulan
KOP SURAT (ir',ta koo sural\
20--...
I (satu) berkas
Permohonan Pencairan Dana Kegiatan
RKAKL)




Assalamualaikum wr. w b,
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pada
(Rehorat/Fakultas/Pascasarjana/Unit/Lembaga), dengan ini kami mengajukan
permohonan pencairan dana Kegiatan ... .... ................(ditsi
nama kegiatan sesuai RKAKL),kode kegiatan . . . . . . . . . . . . . . .(diisi sesuai RKAKL)
sebesar Rp
kelengkapan berkas terlampir.
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima
kasih.




+) pilih salah satu
(
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Lampiran 7. Contoh format TOR
TER-IVI OF REFERENCE GOR)
KEGIATAN






Satuan Ukur dan JenisKeluaran
Volume
(diisi sesuai RKAKL)
'. - ... (Aisi !!,,nrd unit *lon l, setugoi FmngguBjawob progrun)
: . ... (Aisi seswi dengon dokumen Ri(AKL = Pendidikon lslom)
'. . . . .(Diisi dengon hosil (Outcome) yong okon dico@i datom progrom)
: .... (Diisi Nmo kegiotan sesuoi dengon dokumen RKAKL)
: .... (Diisi uroian indikotor kinerjo keglatan)
: .... (Diisi uraion mengenoi satuan ukuran yang digunakan dolom
rangka pengukuran kuantitas keluaran sesuoi dengan
korokteristlknya)









C. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
b. Tujuan
4 Latar belakang merupakan penjelasan mengenai dasar hukum yang terkait dan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan. Dasar hukum terdiri
dari peraturan perundang-undangan yang belaku, rencana strategis Kementerian/I-embaga,
dan tugas fungsi Kementerian /Lembaga
i Uraian Kegiatan merupakan penjelasan mengenai uraian kegiatan apa QfIa) yang akan
dilaksanakan, serta batasar/lingkup kegiatan.
o Maksud dan Tujuan Kegiatan merupakan penjelasan mengenai alasan penting mengapa
(Ilhy) kegiatan tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan
kegiatan keluaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada
akhimya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan
Er-_'




.) lndikator Keluaran berupa target hasil a.khir yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin
dicapai (bersifat kualitatif) dan keluaran yang terukur dalam suatu kegiatan (bercifat
kuantitatif). Misalnya: 50 km, 40 m2, 20 orang, I LHP, dan lain-lain. Selain itu, di bagian
inijuga perlu disampaikan ma:nfaat (outcome) yang dicapai dari kegiatan tersebut.
E. Strategi Pencapaian Keluaran
a. Metode Pelaksanaan
b. Tahapan Kegiatan
+ Strategi Pencapaian Keluaran/Cara pelaksanaan kegiatan menjelaskan bagumana (How)
cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam
mendukung pencapaian keluaran kegiatan.
F. Waliitu Pelaksanaan
o Waktu / Jadwal kegiatan menjelaskan berapa lama dnkapan (When)kegiatan ters€but akan
dilaksanakan, dengan dilengkapi time table kegiatan.
G. Tempat Peleksoneen
t) Tempat pelaksanaan kegiatan menjelaskan dimana (W'here) kegiatar. tersebut akan
dilaksanakan.
H. Pelaksana dan Penanggungiawab Kegiatan
o Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan menjelaskan siapa (I/1o) saja yang terlibat dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatannnya.
I. Bieya yang diperlukan
o Biaya berisikan totalbiaya (Hota) Much)kegiat^n sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci
dalam RAB sebagai lampiran TOR
,,inffiil
'. Qe[oman cPcngefofaan ]nggaran IlllNAa[angla A!ryt'fifiw 2O20 32








") Kepala Biro di tingkat Rektorat, LYR I di tingkat Lembaga dan Unit, WR III untuk kegiatan
kemahasiswaan, Dekon di tingkat Fakuhal Direktur di lingkat pasca smjana
:-?-e{oryC,n,Q1qrtota"n Aryaran IlIt{ (PdtangNt figrya'lirfirn 2020 ---- 1j









r) Kepata Biro di lingkot Reldorat, WR I di tingkat Lembaga dan Unit, WR III untuk kcgiatan kemahosiswaan,
Dekan di tingkat Fakuhds, Direldur di tingkat pasca sarjano
}IARGA SATUA}IMAK PROGRAM-/Kf,GIATAN VOI,UME









Belanja Perjalanan Dinas Biasa
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Memuat Judul regirnan sesuai RXA(L
KATA PTNGAHTAR
Memuat ynta-kata p€nSantar ylnS
disampaikan dan ditanda tangani oleh
penanggungiawab keSiatan/ketua
panitia (maklimal 1 lembar)
RINGKASAN E|(sEXUTIF
Mak5imal 1 Lembar (lnemuat 5 W, 1H
Whot, wherc,when, who, why dzn
DAFTAR IS!









pelaksanaan legiatan & sl( sebagai
dasar pelak5anaan ketialan
c. MA(SUD OAN TUJUAN
Maksud dan tuiuan pelaksanaan
keglatan
o RUANG LINGKUP Batasan'batasan pelaksanaan kegiatan
0AB ll. PEI.AIGANAAII XEGIATAN
Penjelasan tentanB rumlah panitia
sesuaiSl( dan Peserta yang diundanS





penyusun/tlm seleksl sesuai SK.
B
NARASUMBER DAN MODERAIOR/ PENDAMPING /
FASIUTATOR/IIM PENYUSUNTTIM SELEKSI
c WAKIU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Penielasan tentang waktu dan tempat
pelaksanaan keSiatan sesuai undangan
& Jadwal kegiatan
o. MATERIKEGIATAN
Penjelasan tentang materi yang
disampaitan dalam keSiatan
Penjelasan tentang biaya yang
digunakan dalam pelaksanaao kegiatan
disenai bble realirati anggaran
t.
aAB t. HAsIL YANG DICAPAI
OUTPI..rI IHASIL (EGIATAN/ PETAXSANMN/PIMAPARAN /
DISKUsD
Penjelasan tentang hasil dari
pelaksrnaan kegiatan
Penjelasan sehubungan dentan
penilaian terhadap kegiatan yang ielah
dilaksanakan
B, EVALUASI HASIT (€GIATAN
BAB IV.
Penjelasan mengenai Bagasan yang
tercapai pada akhk kegiatan





TOR / XERAT{GI(A ACUAN / PROPOSAT
Dilampirlan sesuai uslanS( TEPAMTIAAiI DA}I ]{ANAI'MBTR / P€MAftRI / MOO€'AIOR / TIM
pEt a(<.llA
covtR
Dibuat sesuai urutan checklist
BIAYA (RAB RENCANA & REALISASI}
PENUTUP
XESIMPUTAN
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SURAT UNDANGAN PAN'TIA, PESERTA DAN }IARASUMBIR / SURAT IUGAS
Diliampirlan sesuai usulan
DAFIAR HADIR PANfnrA. PESTRTA DAt{ l{ARAS{rMBfR
Dilamirtan ,eruai peserta yang
tertera peda undangan




Dlampi*an sesuai den8an undanSan
keSiitan & S( ir_la ada nar-aiarmbe. 1
Ol= 60 menit
MATERU BAHAN TEGNTAN / NARASUMBER
DlarDliifar searai iu.nlah nanrsumber
Uika ada)
DOKUMENTASI KEGIATAN (FOTO & VIDEO)
Melampirken dokumentall b€rwama &
Video (iika ada)
NOTULEN (EGIATAN/ PEMAPARAN / DISI(USI
Mernbuat notulen kegatan (hasil
diskusi/tanya jawab)
BUfiI PENDISTRIBUSIAN {EARANG / BAHAN KEGIATAN)
Membuat bukti distribusi bahan
keSiatan (pembagian buku
pedoman,/s€min.r kt, dll)
SURAT PERINTAH EAYAR DAN NOTA USUL KE6IAIAN
Melarnplrkan SPBy & Nota Usul
kegiatan (lengkap den8an tanda
tanSan)
KUITANSI, FATTUR, NOTA, DAFTAR TRANSPORT, OAFTAR HONOR, BII-L
PENGINAPAN, OLL
Melampirkan cow bukti-buktl
tra nsakli sesual dentan RAB yang
diu5ulkan & dibayarkan oleh
Bendahara (Nota Belania, Blkti
Tlansport Daftar Honor s6uai S(,
Kwltansl yant telah dlketlk dan bukti
setor pajalt dll)
b----
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covtR Memuat Judul Kegiatan s6uaiRKAKL
KATA P€NGANTAR
Memuat kata-kata pengantar yanS
disampalkan dan dltanda tanBani
oleh penanSgungiawab
kegiatan/ketua panitla (maksimal 1
lernbar)
RIN6KASAN EXSTKUTIF
Makimal l Lembar{memuat 5 W, 1
H: Whot, Wherc, WheD, Who, Why
dan Houtl
Oibuat 5e5uai checklisl dan diberi
halaman
OAFIAR LAMPIRAN oibuat sesuai urutan checklist
BA8 I. PENDAHUI"UAN





pelaksanaan kegiatan & SK sebagai
dasar pelalsanaan ke8iatan
Makud dan tuiuan p€lalsanaan
kegiatan
c. MAXSUD DAN TUJUAN
D. RUANG TINGI(UP Bata5an-batasan pelaksanaan
keSiatan
BAS [. PEI.AXSANAAN KCGIATAI{
TIM PETUGAS/PETAXSANA PERJAI,ANAN
Peniel...n tcntang si.p. Fng
melaksanakan perjalahan sesual
surat tugas & SPD
B. WAKTU DAN lEMPAT PELAKSANAAN
Penjelasan tentang waktu dan
tempat pelakJanaan ketiatan seguai
undangan & surat tuSas
c. MATERIKEGIATAN
Penl_elasan tentang maleri yang
diperoleh lelama men8ikuti kegiatan
BIAYA (RAB RENCANA & REALISASI) Pen elaaan tentang blaya yant
diEunakan dalam pelaksanaan
perialanan di5ertai table realisasi
anggaran
BAB III. HASII YAITG OICIPAI
Penielasan tentan8 hagil dari
pelaksanaan perialanan
OU'TPUT HASIL XEGIATAN/ PEI.AKSANAAN (PEMAPARAN /
ors(usr)
B, €VALUASI HASIL I(EGIATAN Penielasan rehubung.n dengan
penllaian terhadap kegiatin yanS
telah dtikuti
BAB IV. PTNUTUP
Penjelasan mengenai gaBasan yanS
tercapai pada akhir kegiatan
perjalanan
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Undangan, SURAT ruGAS dan SPPD dan Surat lin untul Dinas tN Dilampirlan s6uai ulrfan
l DwAt- xf6tATAr{ DlalllFnbn seru.i rEhr
MATERI/ BAHAI{ KEGI,AIAN / NARASUMBER Melatnpirkan matei- Ila add
OOXUMENIASIXEGIAIAN (FOTO & MDEOI Melampirtan dohrm€,rhsi
I-APORAII PER,ATANAII PER PETUGAS
Melampirlan laporan perpetugas iika
yanS berangkat lebih daai l orang')
SURAT PERINTAH BAYAR DAN NOTA USUL KEGIATAN
lvtelampirkar SPAy & Nota Uiul
kegiatan (lengkap dengan tanda
tangan)
I(UITANSI, FATTU& NOTA OAFTAR ]RANSPORT. DAFTAR HONOR, BIU
PENGINAPAN, DTL
Melampirkan copy bukti-bukti
perialanan s€suai dmgan RAB yanS
diusulkln & dibayr.krn oleh
Bendahara (Bukti Transpon PF, bill
hotel, SPO Rampun& dll)
r) Contoh Laporan Per Petugas
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAT ITIEGERI PALANGKA RAYA
JL G- OBOS KO Pi.EK !$.Ararc CENTRE ilo. 24 PAIANGXA RAYA KAL|IIA!{rAN TE TIGAH
TELPON.FAX (0536) 322105, 3226356 EMATL:
IAINPALANGIGRAYA@KEMENAG.GO.ID
WEBSITE : HTTP/ilAlN-PALANGKARAYA.AC.ID
Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan
Berdasarkan Surat Tugas Rektor/Direktur Pascasa{analDekan
Nama/NIP
Nomor Surat Tugas / Tanggal
Perihal / Tujuan
Tanggal Berangkat
Tempat Pelaksanaan / Kegiatan :
Biaya ditanggung oleh : DIPA IAIN Palangka Raya
Hasil kegiatan sebagaimana perihal tersebut diatas antara lain :
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